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Pembahasan

E-government merupakan konsep yang mengacu pada penerapan
teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek pemerintahan dan
administrasi publik (Glyptis et al., 2020; Negumbo, 2018). Konsep ini bukan
hanya sekedar tranformasi digital administrasi, tetapi juga melibatkan
tranformasi dalam cara kita berinteraksi dengan pemerintahan dan mengambil
bagian dalam proses pengambilan keputusan (Bwalya & Mutula, 2016; Koniyo
et al., 2021; Napitupulu, 2017; Roy, 2006; Schuppan, 2009). Seiring berjalannya
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waktu, banyak daerah mulai menerapkan e-government untuk pelayanan
publik, yang disertai dengan sejumlah besar lembaga pemerintah yang mulai
menggunakan teknologi informasi untuk keuntungan mereka sebagai media
untuk memfasilitasi penyebaran informasi publik dan penyelenggaraan bisnis
publik (Afrizal & Wallang, 2021; Koo, 2019; Rachmawati & Fitriyanti, 2021, 2021;
Sabani, 2020).

Sebagai hasil dari pertumbuhan dan kemajuan teknologi, e-government
tidak diragukan lagi merupakan upaya langsung dari pemerintah untuk
memberikan layanan prima terhadap masyarakat (Asmorowati et al., 2019; Dias,
2020; Yap & Ahmad, 2020). Selain itu, e-government juga dapat digunakan untuk
memastikan transparansi, akuntabilitas, partisipasi dalam tata kelola
pemerintahan (Cedric Bizimana, 2020; Gamayuni & Hendrawaty, 2022; Jauhari
et al., 2015; Suhardi et al., 2015; Sukarno & Nurmandi, 2023).

Desa merupakan garda terdepan pemerintah yang bertanggung jawab
atas kebijakan dan pembangunan nasional (Irsyadillah & Ma'ruf, 2022; Nas et al.,
2019; Rido, 2020), oleh karena itu, penguatan pedesaan adalah hal yang harus
diprioritaskan dalam kasus (Kolopaking et al., 2022; Wang & Zhu, 2022; Wilson
et al., 2018; Zhao et al., 2020). Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk
mengubah daerah sekitar pedesaan menjadi pusat pengembangan manusia,
ekonomi, sosial, dan infrastruktur (Maulita, 2022)-

Pengembangan tata Kelola smart village merupakan tujuan penting
dalam mewujudkan desa yang modern dan berkelanjutan (Adamowicz &
Zwolifiska-Ligaj, 2020; Adesipo et al., 2020; Park & Cha, 2019). Di desa Rante
Mario, penerapan e-government memiliki potensi besar untuk membentuk desa
yang lebih maju secara teknlogi dan memiliki kualitas layanan yang lebih baik
bagi Masyarakatnya. Melalui platfrom e-government, Masyarakat dapat
mengakses informasi tentang program-program Pembangunan, kebijakan-
kebijakan terbaru, serta memiliki mekanisme untuk berpartisipasi dalam proses
perencanaan dan pengambilan keputusan (Cedric Bizimana, 2020; Farida &
Lestari, 2021; Hartanto et al., 2021; Milakovich, 2012; Todorut & Tselentis, 2018).
Penerapan smart village di Indonesia konteks ini didukung oleh 3 (tiga) elemen
utama, yakni kapasitas pemerintah, sumber daya manusia, dan infrastruktur
teknologi (Mohanty et al., 2020; Patnaik et al., 2020). Selain mengintegrasikan
setiap elemen ke dalam satu sistem teknologi informasi yang mudah diakses,
tujuan pengembangan desa cerdas adalah untuk menyediakan transportasi
umum universal yang efisien, dapat diakses dan adil untuk seluruh populasi
(Aziiza & Susanto, 2020; Gerli et al., 2022).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, konsep Smart Village telah
menjadi gagasan viral yang harus dipertimbangkan (Fatimah et al., 2020;
Renukappa et al., 2022). Ini adalah hasil dari beberapa perubahan yang telah
terjadi, yang pertama adalah akselerasi revolusi industri 4.0, yang memberitahu
masyarakat Indonesia bahwa mereka harus mampu melakukan bisnis online
(Bielska et al., 2021; Kalinowski et al., 2022; Zhang & Zhang, 2020). Oleh karena
itu, pemerintah desa telah ditugaskan untuk memaksimalkan kapasitas
digitalisasi dan menggunakannya untuk menyediakan layanan digital kepada
masyarakat umum (Anando Archie Alexander Pangemanan, 2021; Azilani et al.,
2020; Kolopaking et al., 2022; Leong et al., 2016; Suyatna et al., 2019). Sebaliknya,
digitalisasi adalah penggunaan teknologi digital untuk informasi dan
komunikasi melalui perangkat digital seperti smartphone, komputer, dan
perangkat lainnya seperti pendukung(Bondarchuk P, 2021; Effah & Nuhu, 2017;
Low, 2021; Marinicd, 2020; Mynenko & Liulov, 2022; Ponti et al., 2021). Selain itu
e-government juga membuka peluang untuk penyediaan layanan publik yang
lebih baik (Asmorowati et al., 2019; Florano, 2014; Hochtl et al., 2016; Hujran et
al., 2023; Wilke et al., 2020; Yap & Ahmad, 2020). Informasi mengenai layanan
Kesehatan, Pendidikan, dan infrastruktur dapat diakses secara lebih muda oleh
Masyarakat(Epps et al., 2021; Gamayuni & Agusta, 2019; Raudah et al., 2021).
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Pengembangan e-government juga dapat menjadi alternatif strategis untuk
berbagi informasi di dua arah antara pemerintah dan masyarakat (Rafinzar &
Kismartini, 2020).

Transparansi dalam pemerintahan juga merupakan elemen penting
dalam Pembangunan berkelanjutan (Ferdiansyah & Hidayat, 2014; Kusuma et
al., 2022; D. A. D. Nasution & Ramadhan, 2019). Dengan adanya platfrom e-
government, informasi tentang anggaran publik, kebijakan pemerintah, dan
proyek-proyek Pembangunan dapat di akses oleh Masyarakat dengan mudah
(Sari & Winarno, 2012; Wijayanto, 2015). Ini membuka peluang bagi Masyarakat
untuk mengawasi penggunaan dana publik dan memberikan masukan yang
konstruktif (Chohan & Hu, 2022; W. Setyawan & Gamayuni, 2020; Sukarno &
Nurmandi, 2023). Selain itu, e-government juga mendorong partisipasi aktif
Masyarakat dapat memberikan pendapat mereka tentang kebijakan dan
program-program yang sedang dikerjakan (Aichholzer & Straufi, 2016; Bataineh
& Abu-Shanab, 2016; Dias, 2020; Halachmi & Greiling, 2013; Purén-Cid, 2014;
Roy, 2006; Sandoval-Almazan & Gil-Garcia, 2012). Partisipasi ini memberikan
legitimasi pada kebijakan yang diambil dan membantu memastikan bahwa
kepentingan (Rafinzar & Kismartini, 2020).

Kemudian dalam perkembangannya, telah banyak daerah yang
menerapkan e-government pada pelayanan publik, ditandai dengan banyaknya
lembaga-lembaga pemerintahan yang mulai memanfaatkan kemajuan Teknologi
Informasi ini guna diaplikasikan sebagai media dalam memberikan kemudahan
penyampaian informasi publik dan kemudahan pelayanan publik(Asmorowati
et al., 2019; Gamayuni, 2020; Gamayuni & Agusta, 2019; Harianja, 2018; Joshi &
Islam, 2018; Kyakulumbye et al., 2019; S. Setyawan et al., 2018). Hal ini tentunya
penerapan e-government bukan semata-mata karena perkembangan itu dari
perspektif lingkungan strategik, tetapi lebih penting lagi adalah dirasakan
adanya kebutuhan akan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi
tersebut guna mencapai kualitas pelayanan prima kepada masyarakat (Achmad
et al., 2021; Milakovich, 2012; Oktariyanda & Rahaju, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana e-government
dapat diimplementasikan secara efektif dalam konteks desa di Indonesia,
khususnya di Desa Rante Mario, Kec. Tommo, Kabupaten Mamuju. Terdapat
beberapa penelitian-penelitian terdahulu tentang implementasi e-government
dalam pengembangan tata kelola smart village yang dapat dijadikan rujuakn
dalam penelitian ini, terutama dalam konteks meningkatkan efisiensi pelayanan
publik(Alcaide Mufioz & Rodriguez Bolivar, 2017; Alsaif, 2013; Asmorowati et
al., 2019; Farida & Lestari, 2021; Sakti, 2021; S. Setyawan et al., 2018), transparansi
(Farida & Lestari, 2021; Halachmi & Greiling, 2013; Roy, 2006; Suryana et al.,
2024; Woro & Supriyanto, 2013a, 2013b), partisipasi masyarakat (Bataineh &
Abu-Shanab, 2016; Chan, 2013; Lee-Geiller & Lee, 2019; Ong et al., 2022; Purén-
Cid, 2014), dan pengembangan ekonomi lokal (Bwalya & Mutula, 2016; Majeed
& Ayub, 2018; Manenji & Marufu, 2016; Rorissa & Demissie, 2010; Wen et al.,
2021).

Penelitian terdahulu banyak membahas tentang bagaimana e-government
dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik di perkotaan (A. P.
Nasution & Atika, 2019; Puspitarini, 2023; Rachmawati & Fitriyanti, 2021, 2021;
Suryana et al, 2024). Misalnya, penelitian oleh Puspitarini (2023) yang
membahas implementasi e-government di kota besar seperti Surabaya
menunjukkan peningkatan signifikan dalam waktu dan biaya pelayanan.
Namun, berbeda dengan penelitian ini, peneliti berfokus pada bagaimana e-
government dapat diimplementasikan di desa dengan infrastruktur yang
mungkin belum memadai. Ini termasuk tantangan unik seperti akses internet
yang terbatas, literasi digital masyarakat, dan sumber daya manusia. Lebih
lanjut, penelitian ini mengidentifikasi tantangan infrastruktur khusus di desa,
seperti akses internet yang terbatas dan kurangnya pelatihan teknologi untuk
perangkat desa. Sehingga, secara implikasi penelitian ini akan menyediakan
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solusi praktis yang dapat diterapkan dengan sumber daya yang ada. Penelitian
ini menambahkan kontribusi penting dengan fokus pada implementasi e-
government dalam konteks desa, yang memiliki tantangan dan peluang yang
berbeda dibandingkan dengan kota besar. Dengan demikian, penelitian ini tidak
hanya relevan untuk pengembangan tata kelola di Desa Rante Mario tetapi juga
dapat menjadi model untuk implementasi e-government di desa-desa lain di
Indonesia.

Metode

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih bulan setelah seminar
proposal. Adapun lokasi dari penelitian ini adalah Desa Rante Mario Kecamatan
Tommo Kabupaten Mamuju. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang
menggunakan cara, langkah, dan prosedur yang lebih melibatkan data dan
informasi yang diperoleh melalui responden sebagai subjek yang dapat
mencurahkan jawaban dan perasaannya sendiri untuk mendapatkan gambaran
umum yang holistik mengenai suatu hal yang diteliti. Tipe penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dekriptif. merupakan suatu
metode penelitian yang menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena
yang sedang diteliti. Sehingga fokus utama metode penelitian ini adalah
menjelaskan objek penelitiannya. Sehingga menjawab apa peristiwa atau apa
fenomena yang terjadi. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan
data sekunder.Teknik pengumpulan data penelitian ini  yaitu
observasi,wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang di gunakan
adalah secara deskritif yaitu mengumpulkan, Menyusun dan menjelaskan.

Hasil dan Pembahasan
Analisis Kesiapan Infrastruktur dan Sumber Daya untuk Implementasi E-
Government di Desa Rante Mario

Desa Rante Mario, yang terletak di Kecamatan Tommo, Kabupaten
Mamuju, merupakan salah satu desa yang menjadi fokus dalam pengembangan
smart village. Inisiatif ini bertujuan untuk memanfaatkan teknologi digital dan
sistem e-government guna meningkatkan tata kelola dan pelayanan publik di
tingkat desa. Implementasi e-government di desa ini bertujuan untuk
mendukung program pemerintah berbasis elektronik, yang diharapkan dapat
mempercepat pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan
mendorong partisipasi aktif warga dalam proses pembangunan desa. Dalam
konteks ini, kesiapan infrastruktur dan sumber daya menjadi faktor kunci yang
harus dianalisis secara mendalam untuk memastikan keberhasilan program
smart village di Desa Rante Mario.

Pada awal implementasi program smart village, Desa Rante Mario
menghadapi tantangan besar terkait dengan akses internet. Sebelumnya, desa ini
tidak memiliki akses internet yang memadai, yang menghambat berbagai upaya
untuk mengadopsi teknologi digital dalam pelayanan publik dan aktivitas
sehari-hari masyarakat. Namun, melalui berbagai upaya pemerintah dan
kerjasama dengan penyedia layanan internet, desa ini kini telah memiliki akses
internet yang cepat dan andal. Penyediaan akses internet yang memadai adalah
langkah awal yang sangat penting dalam membangun infrastruktur digital yang
diperlukan untuk implementasi e-government (Elbahnasawy, 2014; Furuholt &
Saebg, 2018; Nimer et al., 2022). Konektivitas internet yang baik memungkinkan
perangkat desa dan masyarakat untuk terhubung dengan sistem e-government
secara efisien. Ini mencakup akses ke portal layanan publik dan sistem informasi
desa.

Kesiapan sumber daya manusia adalah aspek penting dalam
implementasi e-government (Ariana et al., 2020; Kumajas, 2021; Meiyanti et al.,
2018; Sabani et al., 2019; Wairiuko et al., 2018). Literasi digital masyarakat Desa
Rante Mario menjadi salah satu fokus utama dalam program smart village.
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Kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan perangkat digital
dasar seperti komputer dan smartphone merupakan indikator literasi digital
yang cukup memadai. Masyarakat desa telah mulai terbiasa dengan penggunaan
perangkat digital untuk berbagai keperluan, seperti komunikasi, informasi, dan
transaksi.

Program pelatihan literasi digital telah dilakukan secara berkelanjutan
untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi
digital. Pelatihan ini mencakup penggunaan perangkat keras dan perangkat
lunak, akses internet, serta penggunaan aplikasi layanan publik online.
Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat
berpartisipasi aktif dalam program e-government dan memanfaatkan teknologi
untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Selain masyarakat, aparatur desa juga perlu memiliki kemampuan yang
memadai dalam menggunakan teknologi digital dan sistem e-government.
Pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparatur desa telah dilakukan
untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang
diperlukan untuk mengoperasikan sistem e-government. Ini mencakup
pelatihan dalam penggunaan perangkat keras, perangkat lunak, dan aplikasi
layanan publik, serta pemahaman tentang prinsip-prinsip tata kelola e-
government. Pelatihan ini juga mencakup aspek keamanan informasi,
manajemen data, dan etika dalam penggunaan teknologi. Tujuannya adalah
untuk memastikan bahwa aparatur desa dapat mengelola sistem e-government
dengan efisien dan aman, serta memberikan pelayanan yang berkualitas kepada
masyarakat.

Strategi Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam E-Government untuk
Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Sosialisasi dan edukasi publik menjadi langkah awal yang diambil oleh
pemerintah desa Rante Mario. Program ini dirancang untuk meningkatkan
kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya e-government.
Melalui kegiatan sosialisasi, warga diperkenalkan dengan berbagai layanan
digital yang tersedia, serta manfaat yang bisa diperoleh dari penggunaan
teknologi dalam pelayanan publik. Edukasi publik juga mencakup pelatihan
penggunaan perangkat digital dan aplikasi e-government. Ini membantu
masyarakat untuk lebih percaya diri dan kompeten dalam memanfaatkan
teknologi yang disediakan. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan
keputusan juga sangat ditekankan. Pemerintah desa melibatkan warga dalam
musyawarah desa, memberikan mereka kesempatan untuk memberikan
masukan terkait program-program yang akan dijalankan. Partisipasi ini tidak
hanya menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap
program smart village, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan dan keputusan
yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan
demikian, transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dapat terwujud
dengan lebih baik.

Implementasi e-government di Desa Rante Mario telah menunjukkan
dampak positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa.
Beberapa layanan pemerintah desa, seperti surat menyurat dan pelayanan
administrasi, sudah dilakukan secara elektronik dan berbasis online. Hal ini
tidak hanya mempercepat proses pelayanan, tetapi juga meningkatkan akurasi
dan ketertiban administrasi. Warga merasa lebih terlayani dengan sistem yang
lebih efisien dan transparan. Pentingnya kesesuaian program dengan kebutuhan
masyarakat menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program smart village.
Pemerintah desa perlu memahami kebutuhan dan harapan masyarakat untuk
memastikan program yang dijalankan dapat memberikan manfaat optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa
Rante Mario, program smart village di desa ini bertujuan untuk meningkatkan
kualitas hidup seluruh masyarakat, tanpa terkecuali. Kepala Desa menjelaskan
bahwa program ini dirancang untuk menyentuh berbagai aspek kehidupan,
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termasuk pendidikan, ekonomi, dan pelayanan publik. Pihak desa juga sangat
terbuka terhadap saran dari berbagai kalangan masyarakat, serta
memperhatikan kepuasan layanan vyang diberikan. Sekretaris Desa
menambahkan bahwa dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari kader desa
dan pemerintah kabupaten, sangat penting dalam pelaksanaan program ini.
Meskipun masih ada tantangan, seperti kurangnya sumber daya dan keahlian
teknis, pemerintah desa berupaya untuk mengatasi hambatan tersebut melalui
kolaborasi dan pelatihan.

Pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan juga menjadi salah
satu fokus utama dalam program smart village. Melalui optimalisasi e-
government, diharapkan dapat meningkatkan keterampilan masyarakat dalam
memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan usaha lokal dan menciptakan
peluang kerja baru. Pelatihan teknologi bagi masyarakat merupakan bagian
penting dari strategi pengembangan e-government. Melalui pelatihan ini,
masyarakat diajarkan cara menggunakan perangkat digital dan aplikasi e-
government untuk mengakses layanan publik. Selain itu, pemanfaatan sumber
daya lokal juga ditekankan untuk mendukung keberlanjutan program smart
village. Pemanfaatan ini tidak hanya membantu meningkatkan ekonomi lokal,
tetapi juga memastikan bahwa program yang dijalankan memiliki dampak
jangka panjang yang positif bagi masyarakat desa.

Secara keseluruhan, strategi pengembangan partisipasi masyarakat dalam
e-government di Desa Rante Mario berfokus pada peningkatan transparansi dan
akuntabilitas melalui berbagai pendekatan yang melibatkan sosialisasi, edukasi,
partisipasi dalam pengambilan keputusan, pengembangan sistem informasi
terbuka, pelatihan dan pengembangan kapasitas, kolaborasi dengan sektor
swasta, dan evaluasi berkala. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah desa
berupaya menciptakan lingkungan yang lebih transparan, akuntabel, dan
responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas
hidup warga desa melalui pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik.

Kesimpulan

Kesimpulan dalam Implementasi smart village di Desa Rante Mario sudah
memenuhi kebutuhan dan tujuan masyarakat lokal secara inklusif dan
berkelanjutan.Tujuan utama dari program samart village ini adalah untuk
menyentuh seluruh lapisan Masyarakat dengan fokus pada mencegah
ketertinggalan dalam sektor Pendidikan dan ekonomi.Evaluasi keberhasilan
program di ukur melalui keterbukaan pemerintah desa terhadap implementasi
dari berbagai pihak serta Tingkat kepuasan layanan Masyarakat. Respon positif
juga dari masyarakat terhadap smart village terhadap akses informasi dan
layanan publik menunjukkan dampak positif program ini terhadap kemajuan
desa. Meskipun terdapat beberapa keprihatinan dan saran, tetapi respon positif
itulah yang menandakan bahwa program ini mampu mendukung kemajuan
Desa Rante Mario. Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana
Namun kesesuaian ini tercermin dalam penyediaan infrastruktur teknologi oleh
beberapa organisasi, yang dapat meningkatkan efisiensi program. Meskipun
demikian, tantangan terkait sumber daya dan keahlian teknis masih merupakan
rintangan yang perlu diatasi.. Kelompok kader smart village memiliki tujuan
yang jelas, seperti peningkatan literasi teknologi, pelatihan keterampilan,
implementasi Solusi teknologi, dan pengembangan usaha lokal. Dan di lakukan
juga evaluasi target Desa Cerdas yang bersifat fluktuatif tanpa penetapan target.

Ucapan Terimakasih

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pengajar dan
mahasiswa di Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah membantu saya
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